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,BUPATI LAMPDNG TIMUR
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR : 20 TAHUN : 2000 '. 

TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HKWAN 

DEl\'"GAN RAKHMAT TUHAN YANG MARA ESA 
.'. 

BUPATI LAMPUNG	 TIMUR 

Menimbang a..	 bahwa dengan telahditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri ~o 

119, Tahun 1988. tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi 

Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah 

pemotongan Hewan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat IT; 

b. bahwa untuk l:neml,1I1gut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 

.Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); . 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685); 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah· Tingkat II \Vay Kanan ,. Kabupaten Daerah 

Tingkat II Lampung Tirnur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 

(Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara NomOI 3825) 



5.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 NomOI" 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839) 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, 

Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 

Nomor 3101); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Inelonesia Tahun 

1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3253); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 20, Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 

9. Keputusan Menteri	 Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 

Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintahan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Pemerintah Daerah; 

10.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 

Peeloman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah; 

11.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bielang Retribusi Daerah; 

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

LMvfPUNG TWUR. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T~R 

TENTANG RE1RIBUSI RUMAH j TEMPAT PEMOTONGAN 

HEWAN 



BAB I 

KETENTUANUMUM
 

Pasal 1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 

a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur 

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang 

berlaku. 

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 

dengan nama dan bentuk apapun , persekutuan, perkumpulan, firma, 

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana 

pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya. 

f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan / 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 

komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor 

swasta. 

g. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya dapat disebut 

retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan fasilitas 

rumah pemotongan Hewan/Temak termasuk pemeriksaan kesehatan 

hewan sebelum dan sesudahdipotong serta pemeriksaan ulang daging 

setelah hewanltemak dipotong yang dimiliki dan atau yang dikelola 

oleh pemerintah daerahlswasta 

h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi; 

I. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan . 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah 

pemotongan hewan temak. 

J. Surat Pendaftaran Rertribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD, 

adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 

objek retribusi, dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi 

yang terutang menurut peraturan perundng-undangan retribusi daerah; 



k.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan 

besamya jumlah retribusi yang terutang. . 

1.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menenrukan 

tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 

m.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat 

SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 

besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak 

terutang; 

n.	 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan atas sanksi administrasi 

berupa bunga dan atau denda; 

o.	 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan 

terhadap SKRD atau dokuman lain yang disampaikan, SKRDKBT 

dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; 

p.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, 

mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah. 

q.	 Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan . 

bukti yang dengan bukti itu rnembuat terang tindak pidana di bidang 

Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya; 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal2 

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran 

atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan temak tennasuk pemeriksaan 

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan ulang daging. 



Objek Retribusi adalah pclayanan penycdiaan fasiliras pemotongan hewan yang meliputi : 

a. -Penyewaan kandang (karantina) 

b.	 Pemeriksaan hewan sebelurn dan sesudah dipotong 

c.	 Pernakaian ternpat pemotongan 

d.	 Pemakaian tempat pelayuan daging 

e.	 Pe1ayanan pengangkutan daging dari rurnah pernotongan 

f	 Perneriksaan ulang daging yang berasa1 dari daerah lain (termasuk daging impor) dan 

pe1ayanan rumah/tempatpemotongan hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah danlatau 

perusahaan swasta. 

Pasa14 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenggunakan fasilitas 

rumah/ternpat pemotongan hewan/ternak 

BABm 

GOLONGAN F..ETRIBUSr 

Pasa15 

Retribusi rumah/tempat pemotongan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. 

BABIV 

CAR.:\.jVIENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pa~a16 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan clan jenis serta jumlah 

ternak yang dipotong 



BABV 

PRTNSIP DAN SASARAN DALAM ; 

PE1\TETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal7 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang Jayak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 

oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARN'YA TARlF 

Pasal8 

1.	 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak. 

2.	 Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarifpasar yang berlaku di wilayah daerah. 

3.	 Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan , maka tarif ditetapkan sebagai jumlah, 

pembayaran per-unit satuan pelayanan jasa yang rnerupakan jumlah unsur-unsur tarif yang 

meliputi: 

a. un sur biaya per-satuan penyediaan jasa. 

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa. 

4. Biaya sebagaiman dimaksud pada ayat (3) bagian a rneliputi: 

a.	 biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak 

tetap .belanja barang .belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan.biaya listrik dan 

semua biaya rutin/pericdik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. 

b. biaya	 tidak langsung yang meliputi biaya administrasi cmum dan biaya lainnya yang 

mendukung penyediaan jasa 

c.	 biaya modal yang berkaitan clengan tersedianya aktiva terap dan aktiva lainnya yang 

berjangka menengah dan panjang yang rnelipuri angsuran dan bunga pinjaman, nilai 

sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset. 

d.	 biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penycdiaan jasa scperti bunga atas 

pinjaman jangkCl pendek. 



--- J 

5.	 Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase 

tertentu clari total sebagaimana dimaksud pada ayat (4) clan dari modal 

6.	 Struktur clan besarnya tarif sebagaimana dimnksud pada ayat (l),(2)clan (3) ditetapkan 

sebagai berikut: 

.TENIS TERNA!<: JASA PELAYAN AN JENIS PELAYAN AN 

Rp. 5.000 lekor
 

temak sebelum clan
 

•	 Pemeriksaan kesehatan •	 Sapi I kerbau 

Rp.4.000 lekor
 

sesuclah dipotong
 

•	 Babi 

Rp.2.500 lekor•	 Kambing/domba 

B11- 300/ekor0 •	 Ayam 

• Sapilkerbau Rp.4000/ekor/hari
 

(penampungan)
 

•	 Pemakaian kandang 

Rp.5000/ekor/hari•	 Babi 

Rp.1500/ekorlhari• Kambing/domba
 

Pemakaian tempat
 Rp.7500/ekor•	 Sapi/kerbau• 
Rp.5000/ekorpemotongan •	 Babi 

Rp.3000/ekor.'	 Kambing/domba 

Rp. 200/ekor•	 Ayam 

Rp.3000/ekor/11ari
 

pelayuan daging.
 

•	 Pemakaian tempat •	 Sapi/kerbau 

Rp.1000/ekor/hari 

Rp.1000/ekorlhari 

•	 Babi 

•	 Kambing/domba 

Sapi/kerbau	 Rp.20001Untuk 1-5kmJekor•	 Pemakaian angkutan • 
•	 Babi Rp.25001Untuk 1-5 kmJekor 

Rp.10001Untuk 1-5 kmJekor• Karnbing/domba
 

Pemeriksaan Ulang
 Rp.15.000/ekor•	 Sapi I kerbau• 
Rp.13.000/ekorDaging •	 Babi 

R1L7.500/ekor•	 Kambing I domba 



BAB VII
 

WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasal9 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah I daerah tempatpelayanan fasilitas pemotongan 

hewan temak diberikan. 

BAB VIII
 

l'vIASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

PasallO 

Masa retribusi untuk pemakaian kandang atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang 

lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepala daerah.. 

Pasalll 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disarnakan 

BABIX
 

SURAT PENDAFTARAN
 

Pasal12 

1. Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD 

2. SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harusdiisi dengan jelas, benar dan lengkap 

serta ditandatngani oleh wajib retribusi atau kuasanya 

3. Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat 

(1) Pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah. 

BABX
 

PENETAPAN RETRIBUSI
 

Pasal13 

1. Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 ditetapkan retribusi 
, 

dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 



2. Apabila berdasarkan	 hasil pemeriksaan dan ditemukan data ham dan atau data yang sernula 

be/urn terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka 

dikeluarkan SKRDKBT 

3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana c1imaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BABXI 

TATA CARl\. PEMUNGUTAN 

Pasal 14 

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan 

2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan dan 

SKRDBT 

BABxn 

SANKSf ADMfNfSTRASI 

Pasal lf 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang mernbayar, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi 

yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 

BAB AlII 

TATACARAPENffiAYARAN 

Pasal16 

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 

2. Rctrihusi yang tcrutang dilunasi sclambat-larnbatnya 15 (lima bclas) hari sejak ditcrbitkannya 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD 

3.Tata	 cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan 

Kepala Daerah 



BAH XIV 

TATA CARA PENAGll-IAN 

Pasal 17 

1.	 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain dipersarnakan, SKRDKBT, STRD 

dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlali retribusi yang harus dibayar 

bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 

2.	 Penagihan retribusi rnelaJui I3UPLN dilaksauakan berdasarkan peraturan perundangan

undangan yang berlaku 

BAB J....rv 

KEBERATAN 

Pasal J8 

J.	 Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang 

ditunjuk atas SKRD atau dokumen 1a::1 yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB 

2. Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dcngan disertai alasan yang jelas 

3. Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus 

dapat membuktikan ketidakbenaran keterapan retribusi tersebut. 

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD 

atau dokumen lain yang dipersarnakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila 

wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. 

5. Keberatan yang tidak memenuhi pesyaratan scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan (3) tidak 

dianggap sebagai Surat Keberaran, sehingga tidak diperiirnbangkan. 

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban rnemcayar retribusi dan pelaksanaan penagihan 

retribusi. 

Pasal 19 

1.	 Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (cnarn) bulan sejak tanggal Surat 

Keberatan diterima hams meinberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 



2.	 Keputusan Kopala Daerah atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menarnbah besarnya retribusi yang terutang, 

3.	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala 

Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

BAB );."VI
 

PENGEMBALIAN KELEBTTiAN PEMBAYARAN
 

Pasa120 

1.	 Atas kelebihan pcmbayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan perrnohonan 

pengembalian kepada Kepala Daerah. 

2. Kepala Daerah dalarn jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak diterimanya permohonan 

kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams mernberikan 

keputusan. 

3. Apabila jangka waktu sehagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah dilarnpaui dan Kepala Daerah 

tidak mernberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

4. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	 apabila 

Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 

utang retribusi tersebut. 

5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB 

6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 

2(dua) bulan, kepala daerah rnemberikan imbalan bunga scbcsar 2%(dua pcrsen) sebulan atas 

keterlarnbatan pernbayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 21" 

1. Permohonan pengernbalian keiebihar. pernbaysran retribusi diajukan secara tertulis kepada 

kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 



a.	 Nama dan alamat wajib retribusi 

b.	 masa retribusi 

c.	 besamya kelebihan pembayaran 

d.	 alasan yang singkat dan jelas 

2.	 permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung 

atau melalui pos tercatat. 

3.	 bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti 

saat permohonan diterima oleh kepala Daerah. 

Pasal22 

1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Retribusi. 

2. Apabila ke1ebihan pembayaran retribusi	 diperhitungkan dengan utang retribusi lairmya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 4, pembayaran dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran, 

BABXVII
 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RE1RIBUSI
 

Pasal23
 

1.	 Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

2.	 Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalarn rangka hajatan 

3.	 Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala 

Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan 

BABXVIII
 

KADALUWARSA
 

Pasal24
 

1.	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah me1ampaui jangka waktu 

3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi 

melakukan tindak pidana dibidang retribusi 

2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 

a.	 diterbitkan Surat Teguran atau 

b.	 ada pengakuan utang terutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung. 



BABXIX
 

KETENTUAN PIDA.NA
 

Pasal25
 

1.	 Wajib Retribusi yang tidak me1aksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 

4(empat) kali jumlah retribusi terutang 

2. Tidak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pe1anggaran 

3. Petugas Pe1aksana	 yang dengan sengaja me1akukan tindakan yang nyata-nyata merugikan 

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambi1 tindakan tegas sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

BABXX
 

PENYIDIKAN
 

Pasal26
 

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 1ingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk me1akukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 

daerah sebagaimana dimaksud da1am Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana 

2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah : 

a.	 menerima, mencari, mengumpu1kan dan meneliti keterangan atau 1aporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang retribusi 'G~erah agar keterangan atau 1aporan tersebut 

menjadi lengkap dan je1as 

b. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau	 badan 

tentang kebenaran perbuatan yang di1akukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi 

daerah 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang retribusi daerah 

d. memeriksa buku-buku,	 catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang retribusi daerah 

e.	 me1akukan pengge1edahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 

dokumen-dokumen lain, serta me1akukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pe1aksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di bidang retribusi daerah 

g. identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

1.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi 

j. menghentikan penyidikan 



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 

3. Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil-hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 19811entang Hukum Acara Pidana, 

BABXXI
 

KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal27 

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang 

sarna atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal28 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya 

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal29 

Peraturan daerah ini.mulai berlaku pada tanggal diundangkau, 

Agar supaya setiap orang dapat mengerahui memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur, Propinsi 

Lampung 

Ditetapkan eli : Sukadana 
. ,·Pada ranggal : 31 Oktober 2000 

.: BUPAtrLA!\'iPIJNG TThfUR 

.: .. ~~-
{... ~. " . .~ '-." .I 

Ir.H. iRF~ N. DJAFAR, CES 
-.... """;'.; . .r 

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timor: .-.'_. 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170 I 27 I X I SK I DPRD - LTM 12000 
Tanggal 31 Oktober 2000 

Diundangkan di Sukadana 

ATEN LAMPUNG TIM1JR 

/ 
t 

7 November 2000 

'~~l~fj.~KABUP
.;.~ SANA TUGAS 

Pada Tanggal 

LEMBARAL'\fDAERAH KABlJPATEN LAMPUNG TIMlJR TAHUN 2000 NOMOR : 20 



PENJELASAN
 
A1'AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUn
 

NO. 20 TAHUN 2000
 

TENTANG 
RETRIBlJSI RUIVIAH PEMOTONGAN HE\VAN 

1. PENJELASAN Ui\'IUivI 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun [999 tentang Pemerintah Daerah, 
Pajak dan Retribusi mcrupakan Sumber Pendapatan Daerah agar daerah dapat 
melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Surnber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber 
pcmbiaya.m pcnyclcnggaraan Pcmerintahan dan Pcmbangunan Daerah scrta dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang 
dapa: membcrikan pedornan dan arahan hagi daerah, khususny» Pernerintahan 
Kabupaten Lampung Timur dalarn hal Pemungutan Pajak clan Retribusi Daerah. 

V. Penjelasan Pasal demi Pasal 
Pasal j Cukup Jeias 
Pasal 2 Cukup Jelas 
Pasal 3 huruf a Sctiap dasar hcwan/tcrnak yang akan dipotong 

hams diistirahatkan dahulu selarna min\11lal12 
jam sebelum dipotong 

Pasal ,1 s/d 7 Cukup Jelas 
Pasal 8 ayat 6 Pemeriksaan ulang daging diberlak...ukan pada 

daging yang dikirim dari Luar Kabupatcn 
Larnpung Timur Perneriksaan angkutan hanya 
berlaku s/d 5 Km selanjumva ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Bupati 

Pasal9 Pemungutan Retribusi pemotongan ternak 
dilakukan pada Reja rumah pernotongan 
hewan dan tempar 

Pasal 10 Pemakaian kandang minimal 12 jam per hari 
Pasal 11 Cukup Jelas 
Pasal 12 Cukup Jclas 
Pasal 13 Cukup Jelas 
Pasal 14 Cukup Jelas 
Pasal 15 Sanksi adrninistrasi berura bunga 2 %J 

(dua persen) dimaksudkan agar bayar 
retribusi " 

Pasal ]6 Cukup Jelas 
Pasall7 Cukup Jelas 
Pasal 18 Cukup Jelas 
Pasal 19 KepaJaDaerah karena jabatannya dan 

bcrdasarkan unsur keadilan dapat 
menyerahkan atau membatalkan ketetapan 
besarnya rerribusi. 

Pasa] 20 Cukup Jelas 
Pasal 21 Kekuatan yang diajukan ada]ah terhadap materi 

atau isi dan ketctapan dengan membuat 
perhitungan pula yang sebenarnya dibayar. 

Pasal22 Cukup Jelas 
Pasal 23 Cukup JeJas 
Pasal24 Cukup Jelas 
Pasal 25 Cukup Jelas 
Pasal26 Cukup Jelas 
Pasal27 Cukup Jelas 
Pasal28 Cukup Jclas 


